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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembarfn Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5400); |

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesian Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana telah diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

f

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457

8);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerimtah antana
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan  Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik  Indonesiac Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan  Pengawasan Penvelengaaraan

Pemerintahan Dacrahg
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya:

12 Peraturan Menlerd
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Peraturan Menteri ]2;11um Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daecrah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan i
Dacrah dan Angka Kreditnya;

Peraturan Mentert Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Relormasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Auditor ]\‘L‘|)Cgil\\'2li<‘.lﬂj dan Angka Kreditnyag

L]
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Surat  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan
Perwalkilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor
S-1779/PW7/6/2017 Perihal Upaya Pemberdayaan Inspektorat
dan Percepatan Pencapaian Target Level 3 Kapabilitas APIP i
Wilayah Sumatera Selatan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(Lembar Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupali Kabupaten Penukal Abab  Lematang  Hhr
Nomor 031 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Hir:

Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab  Lematang v
Nomor 065 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.
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1 BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dacrah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pemerintahan  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penulkal
Ababh Lematang hr.

Bupati adalah Bupat Penukal Abab Lematang Hir

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penulkal Abab
Lematang i

Pegawai Negert Sipil Dacrah, selanjutnya dismelat PNSD adalah
. v - . J . . - -
Pegawatl Negeri Sipil Dacrah® yang bekerja i Perangkat Dacrah

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang [ir.

Calon Pegawail Negeri Sipil, sclanjutnya disingkat CPNS adalah
Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah vang bekerja di Peranglkat
Dacrah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Hir
lLselon adalah Tinglat Jabatan Struktural '

Pejabat Struktural adalah pejabat vang sceeara tegas ada dalaam
struktur orgamsasi i Lingkungan  Pemernntah Kabupaten
Penukal Abab Lematang [ir

Jabatan  Fungsional adalah  sckelompok  jabavan vang  herisi
lungsi dan tugas berkattan dengan pelavanan tungsional yvang
berdasarkan keahlian dan keterempilan tertentu

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudulkan yang
menunjukkan  tugas, tanggung jJawab. wewenang  dan hak
scorang  PNS  dalam  suatu  satuan  organisasi  yang  dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu
dan untulk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angla
kredit.,

Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawalb,
wewenang, dan hak sccara penuh oleh pejabat vang berwenang
untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, langgung jawab, wewenang dan  hak
scorang PNS dalam suatu  satuan organisast vang dalam
pelaksanaan  tugasnya didasarkan pada  keahlian  dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan

jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Auditor yang sclanjutnya disingkat JI°A
adalah jenis jabatan fungsional pada Pegawai Negeri di Indonesia
yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau  keterampilan  di bidang  pengawasan dan bersiful

mancliri.

Aparat  Pengawasan Intern  Pemermtah o yvang selanjulny
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan
fugas melaksanakan  pengawasan  imtern  di o Lingkungan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, vang terdiri dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektoraf
Jenderal /Inspektorat/Unit Pengawasan ntern patcla

Kementeran, nspelktoral
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Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat/Unit Pengawasan
Intern pada Lenfbaga Pemerintah  Non  Kementerian,
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Negara,
Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Unit Pengawasan
Intern pada Instansi Pemerintah lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BALB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

.  Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan Tungsi Aparal
Pengawasan Intern  Pemerintah  (APIP)  pada  Inspektorat
Kabupaten Penukal Abab Lematang lhir.

2. Tambahan Penghasilan yang diberikan  bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan umum Pegawar Negert Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB 1]
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan APIP dibavarkan berdasarkan:
. Beban Kerja;

L. Kelangkaan Profest.
Pasal <

Pemberian Tambahan  Penghasilan berdasarkan  Beban Kerpa
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul o, dibertkan kepada
sclon I, Eselon 11 dan Esclon IV pada Inspektorat Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir sebagaimana terecantum dalam Lampiran
I vang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati
11,

Pasal S

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarlkan kelanghkaan Prolesi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul b, diberikan kepada
Auditor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yvang merupakan
bagian tudak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.

[Pasil 520
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s Pasal 6
Fa

I. Tambahan Penghasilan APIP seperti yang dimaksud pada Pasal 4,
Pasal 5 huruf a dan huruf b, tidak diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam
hal :

a. pegawai  yang diberhentikan untuk sementara  atau
dinonalktiflcan;

b. pegawai yang diberhentikan secara hormat atau tidak hormat;

¢. pegawai yang telah memasuki masa pensiun;

d. pegawai yang meninggal dunia;

¢. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat
sedang atau berat; )

.

I. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

g. merupakan pegawai titipan dari pemerintah dacrah lainnya;

h. melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti
melahirkan;

1. sedang melaksanakan tugas belajar;

J. ketidakhadiran karcna izin atau sakit atau l':mp;l keterangan;

lk. pengecualian untuk ketidakhadiran karcna sakit sehagaimana
dimaksud pada hurul [ dapat diberikan apabila pegawai
meclampirkan surat keterangan rawat inap / jalan dari Rumah
sSalkit;

. pegawal dimutasi dari Inspektorat Kabupaten Penukal Abab
Lematang [lir ke OPD lain.

2. Dengan adanya pemberian  Tambahan Penghasilan  APIP
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini, maka kepada
PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam
pelaksanaan kegiatan dan uang lembur.

BAB 1V
PEMBEBANAN

Pasal 7

Tambahan Penghasilan APIP pada Inspektorat Kabupaten Penulkal
Abab Lematang llir dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 Inspektorat  Kabupaten
Penukal Abab Lematang [lirg

[3ARB V
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 8
HARI DAN JAM KERJA

| Hari kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang llir adalah S hari kerja dalam satu minggu.

2. Jamt kerja s



I

| No | Terlambal Jdm lTldbLII\/

Jam kerja clektilf APIP dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penukal Abab Lcmdlang llir ditetapkan sebagai berikut :
a. Senin s.d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WIB

Apel Pagi jam 07.45 WIB

Istirahat jam 12.00 - 13.00 WIB
L. Jumat cJam 07.30 - 16.00 WIB

[stirahat jam 11.30 - 13.00 WIB
Pemotongan Tambahan Penghasilan APIP Inspektorat Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ihr pada umumnya sebagai berikul ¢
a. Tanpa keterangan 5 (hima) % per hari
v, Culi sclain cuti tahunan, cuti sakit

dan culi melahirkan 23 (tiga) Y per hari

¢. lzin . ; 23 (uga) % per hari

Perhitungan keterlambatan jam masuk kerja, pulang kerja lebih
awal, tidak mengikuti apel pagi serta persentase pemotongan
Tambahan Penghasilan APIP dengan rincian sebagai berikut :

! Persentase
Pulang kerja lchih awal Pemotongan
dalam 1 (satu) hari kerja

a. |0 (nol] s.d 15 menit
l'}_, 15 [llmd belas) menit s. d l(satu) ]dm

c. | 1 (satu) s.d 2 (dua) jam 2%

d. |2 (dua) s.d 3 (tiga) jam L | 3%

¢. | Lebih dari 3 (tiga) jam Bl | 5% 71

No Apel Pagi Besaran Pemoton g;m_. L
e Tidak MCI’I{,,II(LLU Rp 15.000.- per har :

Pemotongan Tambahan Penghasilan APIP dilalkukan Bendahara
Ga)l/Pengeluaran berdasarkan rekapitulast absen dan Kasubag
Administrasi dan Umum yang menangani urusan kepegawaian.
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada
Inspektorat Kabupaten Penulkal Abab Lematang llir yang sccara
akumulatil dalam satu bulan tidak masuk kerja lebih dari 5
(lima) hari karena tanpa keterangan, maka Tambahan
Penghasilan APIP berdasarkan Beban Kerjanya atau Kelangkaan
Profesinya pada bulan berkenaan tidak dibayarkan.
Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan APIP disctorkan ke
Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang lhr
di  Bank Sumsecl Babel Cabang Pendopo  pada  rekening
157.300.0001 .

3agi APIP yang izin sakit dikecualikan dari pemotongan apabila
pegawali mclampnkdn surat keterangan dari Dokter dan/atau
surat rawat inap/ jalan dari Rumah Salkit.

Pemotongan dikecualikan bagi APIP dengan mclampirkan bulkt
vang sah, dalam hal :

4, cuti tahunan.
Iy, cuti salat.,
. cun melahirkan.

ol chilelant
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d. diklat. "
¢. bimtek

[.  sosialisasi.

@, rapat.

h. perjalanan dinas.

1. tugas kedinasan lainnya.

Pasal 9
KIEHADIRAN

kehadiran PNS dan CPNS  dilakukan  dengan menggunakan
absenst clektronilt yang bcr!’ungsi sebagal daltar masulk dan
pulang kerja bagi APIP pada Inspekiorat Kabupaten Penukal
Abaly Lematang Ilir,

Absensi clektonik diaktifkan mulai pukul 06.00 WIB sampai
dengan pulcul 18.00 WIT.

Apabila absensi clektronik mengalami ganeguan teknis, maka

thsenst dilakukan seeara manual.

Pegawan vang lupa mengabsenst saat pulang kerpa, namuan vang
bhersangkutan bekerja penuh, maka yvange bersangkutan melalui
atasan langsung, membual surat pernyataan paling banvalk 3
(tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Apabila lehih dari 3 (tiga) kali,
malka yang berikutnya dianggap pulang lebih awal lebih dari tiga
jam.

Apabila ada tugas dari pimpinan yvang bersilat khusus, sehingga

PNS dan CPNS yang bersangkutan tdak dapat melakukan
absenst masuk dan pulang kerja, maka vang bersangkutan
dianggap hadir dan pulang tepat waktu dengan  dilampirkan
surat Pernyataan dart Sekretaris Inspekloral bagi pegawai sctara
cselon 3 kebawah, dan dari Sekretaris Dacrah  bagi pegawai
eselon 3 keatas.

Rekapitulasi absensi clektronik yang dibuat oleh  Inspektur
Penukal Abab Lematang Ilir melalui Kasubag Administrasi
Umum dan Keuangan menjadi dasar dalam perhitungan
pembayaran Tambahan Penghasilan APIP, discrtai dengan data
pendukung lainnya.

Pengajuan permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan APIP
disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct
Dacrah Kabupaten Penukal Abab  Lematang v dengan
melampirkan Surat-Keterangan Tanggung Jawabh Mutlak /Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 10
LAIN-LAIN

PNS dan CPNS yang mclakukan pelanggaran ketidakhadiran
dijatuhi hukuman disiplin olch pejabat berwenang sesuat dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Bagi Kepala ...
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Bagi Kepala OPDR dalam hal i Inspektur kabupaten Penukal
Abab Lematang It Udak melaksanakan ketentuan ini, maka
diberikan sanksi sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Pasal 11

TATA CARA PEMBAYARAN

Tambahan Penghasilan sesuai dengan Pasal 3 hurul a dan huruf
b, dibayarkan sctiap bulan pada awal bulan berikutnya, khusus
untuk bulan desember dibayarkan pada alkhir bulan namun
dengan tetap memperhatikan tingkat kehadiran dan apel pagi.
Pembayaran Tambahan Penghtasilan APIP dibayarkan dengan
dikenakan pajak penghasilan  sesual  dengan perundang
undangan yang berlalcu.

Kepada PNS dan CPNS diberikan pula Tambahan Penghasilan
APIP ke-13 yang dibayarkan hersamaan dengan pembayaran gaji
1 il

l\'(' 5 I

Pembayaran Tambahan Penghasilan APIP herdasarkan Beban
Kerja dan Kelangkaan Profesi dilalculkan  dengan mekanisme
pembavaran langsung (LS) ke rekening masing-masing pegawail
Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Hir.

\pabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS atau
CPNS terkena mutasi antar OPD don ditempatkan i Inspektoral
Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang o i mana vang
bhersangkutan  mengalami perubahan  gabatan terkart matas
lersebut, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan
vang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan berikutnya
denegan besaran yang letap mengacu pada Bab [V omengenal
Pembebanan Pasal 7.

Tambahan Penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5,
akan dibayarkan  jika  yang bersangkutan  telah bekerja
di Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang [ir sebelum
tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan dengan bukti sah berupa
Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandangam
langsung oleh Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku

surut sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan  apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan int,

akan diubah dan diperbaiki scbhagaimana mestinyi.

Agar seliap ...
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Diundanglkan ci Talang Ui
Pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRE’I:ARIS DAERAH
MBUPATENW’EN KAL ABAB LEMATANG ILIR,

s d_fr—- S

BY KURNJAWAN, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 197906291998021001

TAFIUN 2018 NOMOIR

Agar sctiap m'em;g»mt‘:nch.‘.lhuin_va. memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini-dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI

L PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
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BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG [LIR



LAMPIHRAN | PIERATURAN BUPATE PENUKAL ABAL LEMATANG 1L
NOMOIR 10 TAHUN 2018
FANGOGAL |8 JANUAIRI 2018

PIEMBISRIAN TAMBAHAN PIENGHASILAN APIP
ANG BEERTUGAS PADA INSPEKTORAT KABUPATIEN PISNUKAL ABAR LIEMATANG 11LL1R
BERDASARKAN BICIIAN KISRJA

JABATAN TAMBAHAN PIENGHASILAN/BULAN (1))

| |
Inspeldur ' 1.5 12.000.000), |
L]
Sekretaris H1.a [ &.000.000
Inspektur Pembantu il.a ! &S.000.000,

[ Kasubbag

IV.a ! 6.000.000),-

i

Stafl Gol 1V | 4.500.000,

Stal Gol 1] ' . B 4.000.000,
. - ‘ | [
i Stal Gol 11 } | 2.000.000), |

L BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
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LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI PENUKAL ALIAL LEMATAN
NOMOR {0 TAHUN 2018
FANGGAL 18 JANUARI 2018

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APIP
YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAL LEMATANG (LI
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFIS]

\E3ATT AN (V)] FAMISAFIAN PENCGTIASH AN -1 AN

Vurclitor Alth Ml T P B LV U 000 ()
Audlitor Ahli Muda /e - 1/ d 3. 500 (00
Auditor Ahli Pertama e 11/b 3. 000.000)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
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H. HERFAMALINDO






